
PERATURAN BUPATI PURWORE,IO
NOMORS2 TAHUN

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTATATA KERJA

DINAS PERTANIAN, PANGAN, KEI,AUTAN DAN
KABUPATEN PURWORE.IO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORE"'O,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7
Peraturan Daerah Nomor
14 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan
Susunan Daerah

telah diubah dengan Peraturan
Daerah
2Ol7 tentriig Ferubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 14 .Tahun 2016
dan Susunan

Nomor I Tahun

unPeraturan Bupati

b, bahwa dengan

Nomor 25 Tahun 2O2L tentang

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi
I\rgas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Peitanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
Kabupa.ten Purrorejo;

Ihbupaten Purworejo, telah
Nomor 72

Pada Instansi Pemerintah
Birokrasi, maka

dimaksud pada

tentang
Daerah

Struktur
Untuk
Peraturan

Aparatur
Nomor 17 Tahtn 2O2L tentang
Jabatan

Peraturan Menteri
Reformasi Birokrasi

dan
ke Dalam Jabatan
Peraturan Menteri

Aparatur dan Reformasi Birol<rasi

huruf a, tidak sesuai tag dan drganti
dengan menerbitkan Peraturan yang baru;

c. bahwa berdasarl<an pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Peraturan Bupati tentang
Susunan Tugas dan

Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha
dan

Purworejo.
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Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 195O tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tr;ntang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir denganUndang-Undang Nomor 11 Tahun
2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
[,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
6s731;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor lL4,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahvn 2Ol9
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesira Nomor 6402) ;

5. Peraturan Menteri Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O2l tr;ntang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2l Nomor 525);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2l tentang

Strukhrr Organisasi Pada Instansi
tuk Penyederhanaan Birokrasi

@erita Negara Republik Indonesia Tahrrr 2O2l
Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangfut Daerah Kabupaten hmrorejo (L,embaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor
14, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 14) sebagaimana telah diubah
beberapa kali teralhir dengan Peraturan Daerah
I(abupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2O2O
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
I(abupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Purworejo Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2Ot7 Nomor 1,
Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten
Nomor 1);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN PURWORE.IO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluasJuasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, yang

selanjutnya disingkat DINPPKP, adalah Dinas Pertanian, Pangan,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purvorejo.

6. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, yang
selanjutnya disebut Kepala DINPPKP, adalah Kepala Dinas
Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo.

7. Selrretariat adalah Sekretariat pada DINPPKP.
8. Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, yang

selanjutnya disebut Sekretaris, adalah Sekretaris Dinas Pertanian,
Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupa.ten Purworejo.

9. KepaLa Bidang adalah Kepala Bidang pada DINPPKP.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DINPPKP.
11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan

tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai
bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana peraturan
perundang-undangan tentang organisasi dan tata keq'a instansi.

12. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah unit
kerja pada DINPPKP yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

13. Kepala Unit Pel,aksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala
UPT, adalah kepala unit kerja pada DINPPKP yang melaksanalan
kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang
tertentu.
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14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawal pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

15. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagan Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) DINPPKP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

(2) DINPPKP dipimpin oleh Kepala DINPPKP.

Bagian Kedua
I\rgas

Pasal 3

DINPPKP tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
Urusan Pemerintahan di bidang pertanian, pangan, kelautan dan
perikanan sesuai dengan kewenangan daerah yang diberikan kepada
daerah yang meliputi: tanaman pangan dan pangan,
perkebunan,
sarana.

kelautan dan perikanan serta prasarana dan

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
DINPPKP menyelenggarakan fu ngsi:
a. perumusan kebiiakan teknis bidang Pertanian,Pangan, Kelautan

dan Perikanan yang meliputi tanaman pangan dan
pangan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta
prasarana dan sarana;
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b. penyusunan dan pelaksanaan rencanadan program kerja bidang
Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan yang meliputi tanaman
pangan dan hortikulhrra, pangan, perkebunan, peternakan,
kelautan dan perikanan serta prasarana dan sarana;

c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang Pertanian,Pangan,
Kelautan dan Perikanan yang meliputi tanaman pangan dan
hortikultura, pangan, perkebunan, peternakan, kelautan dan
perikanan serta prasarana dan sarana;

d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang Pertanian,
Pangan, Kelautan dan Perikanan yang meliputi tanaman pangan
dan hortikultura, pangan, perkebunan, peternakan, kelautan dan
perikanan serta prasarana dan sarana;

e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan
pihak lain di bidang tanaman pangan dan hortikultura, pangan,
perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta prasarana
dan sarana;

f. pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan peLaporan terhadap
pelaksanaan tugas bidang tanaman pangan dan hortikultura,
pangan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta
prasarana dan sarana;

h. penyelenggaraan kesekretariatan DINPPKP; dan
i. pelaksanaan tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagan Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan organisasi DINPPKP, terdiri atas:
a. KepaIaDINPPKP;
b. Sekretariat;
c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
d. BidangPangan;
e. Bidang Perkebunan;
f. Bidang Petemakan;
g. Bidang Kelautan dan Perikanan;
h. Bidang Prasarana dan Sarana;
i. UPI;dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi DINPPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan baglan tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Kedua
Kepala DINPPKP

Pasal 6

Kepala DINPKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi DINPPKP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketig*
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala DINPPKP, berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DINPPKP.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
sekretaris' 

Pasar g

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan
kebljakan teknis dan menyelenggarakan tugas Bidang secara terpadu,
melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan,
evah:asi, pelaporan, keuangan serta umum dan kepegawaian,

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penylapan perumusan kebijakan teknis;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi keuangan;
e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi, yang meliputi umum dan kepegawaian;dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

DINPPKP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 1O

(1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.
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Pasal 11

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan meLaksanakan kebliakan teknis,
melayani dan administrasi bidang perencanaan,
evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penJrusunan
priogram, pengelolaan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di

DINPPKP, serta tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 12

Subbagian Keuangan mempunyai tuga.s menyiapkan bahan perumusan
dan melaksanakan keb[jakan teknis, melayani dan

bidang keuangan, yang meliputi keuangan,
verifrkasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan DINPPKP, serta

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan

administrasi bidang umum dan kepegawaian, yang
meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan
masyarakat, organisasi dan tata liaksana, ketatausahaan, rumah
tangga dan perlengkapan di lingkungan DINPPKP, serta pelaksanaan
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tugas jabatannya.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Pasal 14

(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala DINPPKP.

(2) Bidang Tanarnan Pangan dan Hortikultura
Bidang.

oleh Kepala

Pasal 15

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas
perumusan kebljakan teknis, membina, melaksanakan,

dan mengendalikan bidang pengembangan produksi padi dan palawija,
pengembangan produksi hortikultura serta pengembangan lahan dan
perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
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Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebiiakan teknis, pembinaan,

dan pengendalian di bidang pengembangan produksi padi dan
palawiia;

b. penyiapan perumusan kebliakan teknis, pembinaan,
dan pengendalian di bidang pengembangan produksi hortikultura;

c. penyiapan perumusan kebiiakan telceis, pembinaan,
dan pengendalian di bidang pengembangan lahan dan perlindungan
tanaman pangan dan hortikulttrra; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DINPPKP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c,
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta

kegiatan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai
dengan ruang lingkup tugasnya dan jawab kepada
Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

(3) Subkoordinator pada ayat(21terdiri dari:
Subkoordinator Pengembangan Produksi Padi dan Palawija;a.

b.
c.

Su
Su

Pengembangan Produksi Hortikultura; dan
Pengembangan Lahan dan

Tanaman Pangan dan Hortikultwa.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diiabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangrya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk, dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18

Subkoordinator Pengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan
kebiiakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengembangan
produksi padi dan palawija, meliputi:
a. men5rusun rencana dan program kerja di bidang pengembangan

produksi padi dan palwija sertapenyuluhan;
benih padi dan palawija;

8
b.

r I f
5 6I 7 d t 'I 4

l3

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.56&t=9


c. mel,aksanakan operasional demonstrasi, pengkajian dan penerapan
paket teknologi anjuran, sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;

d. melaksanakan latihan dan kunjungan ke pelaku utanra dan pelaku
usaha;

e. melaksanakan penguatan kelembagaan petani;
f. melaksanakan peningkatan sumber daya manusia penyuluh pelaku

utama dan pelaku usaha;
g. melaksanal<an bimbingan penerapan standar mutu pupuk;
h. melaksanakan

tanaman;
penerapan pedoman

i. menyusun kebijakan benih antar lapang;j. memantau benih dari luar negeri;
k. meLaksanakan bimbingan penerapan standar mutu benih;
l. mengatur penggunaan benih;
m. membina dan pengawasan penangkar benih;
n. membina dan pengawasan

penggunaan benih;
o. melaksanakan bimbingan dan pemantauan produksi benih;
p. melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis perbenihan

yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
q. membri izin produksi benih;
r. menguji dan menyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi;
s. melaksanakan perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih

tanaman;
t. melaksanakan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.

sentra produksi benih tanaman;
v. mengembangkan sistem informasi

dan mengelola balai benih;

peredaran dan

pedoman kompensasi karena
bagi petani yang mengikuti

koordinasi di

u.

w.
x. membina dan mengawasi balai benih milik swasta;
y. melaksanakan bimbingan penerapan

eradikasi dan jaminan
program pemerintah;

z.

bb.

oc.

S

bahan dan
bidangpengembangan produksi padi dan palawija;

aa. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang pengembangan
produksi padi dan palawija;

dan tugas di bidang
pengembangan produksi padi dan palawija;dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang iberikan oleh Kepala
Bidang Tanaman Pangan dan
jabatannya.

sesuai dengan tugas

Pasal 19

Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan keb[iakan
teknis serta melakukan pembinaan bidang pengembangan produksi
hortikultura,, meliputi:
a. menJrusun rencana dan program kerja di bidang pengembangan

produksi hortikultura dan penlruluhan;
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c.
h.

i.
j.
k.
1.

m
n.

b. menangkarkan benih hortikultura;
c. melaksanakan

paket teknologi
d. melaksanakan

usaha;
e. melaksanakan
f. melaksanakan

utama dan usaha;
meLaksanakan
meLaksanakan

melaksanakan

membina dan pengawasan
penggunaan benih;
melaksanakan bimbingan dan

penerapan standar mutu pupuk;
bimbingan penerapan pedoman perbenihan talraman

dengan
kunjungan ke pelaku utama dan pelaku

kelembagaan petani;
sumber daya manusia penyuluh pelaku

penerapan standar mutu benih;

peredaran dan

pohon

perlindungan tanaman

menJrusun kebiiakan benih antar lapang;
memantau benih dari luar negeri;

mengatur penggunaan benih;
. membina dan pengawasan penangkar benih;

o.
p.

q.
r,
s.

u.

x.
v.

z,

dan

pemantauan produksi benih;
teknis perbenihan

benih varietas unggul spesifik lokasi;
perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih

tanaman;
t. melaksanakan dan membimbing dan

induk.
sentra produksi benih tanaman;

v. mengembangan sistem informasi perbenihan;
w. membangu.n dan mengelola balai benih;

cc. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugas
jabatannya.

Pasal 20

Subkoordinator Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman

aa.

bb.

Pangan dan
perumusan dan
pembinaan di bidang pengembangan lahan dan
pangan dan hortikultura, meliputi:

rencana dan dia. men]rusun
lahan dan

program kerja
tanaman pangan dan

10

kompensasi karena
yang mengikuti

koordinasi di
produksi hortikultura;

saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Pangan dan Hortikultura di bidang pengembangan

dan tugas di bidang
produksi

tugas bahan
teknis serta melakukan
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b. melaksanakan identifikasi, pemetaan tata ruang, investigasi dan
pendayagunaan sumber daya, serta pemanfaatan lahan sesuai agro

c. melaksanakan prakiraan, monitoring, pengawasan,
pengendalian, pelaporan terhadap serEmgan organisme pengganggu
tanaman;

d. menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan,
rehabilitasi, konsenrasi, optimasi dan lahan

e. men5rusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi
dan pengendalian lahan pertanian;

f. mengembangkan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan
lahan pertanian;

g. memetakan potensi dan lahan pertanian serta
Pengembangan lahan pertanian;

h. menetapkan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan
pertanian;

i. mengatur dan menerapkan kawasan pertanian terpadu;
j.
k.
l.

sentra komoditas pertanian;
sasaran areal tanam;
luas baku lahan pertanian yang dapa.t diusahakan

sesuar kemampuan sumberdaya lahan yang ada;
dan

menganalisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tumbuhan
(OPl)/fenomena iklim;

n. melaksanakan bimbingan pemantauan, dan
peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ fenomena
iklim;

o. informasi keadaan serangan Organisme Pengganggu
(OPT)/fenomena iklim dan rekomendasi

q.
bagian tanaman;

meramalkan, dan

m.

p. memantau dan mengamati daerah yang diduga sebagai sumber
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPf)/fenomena iklim;

dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan

eksplosi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/fenomena iklim;
s. mengatur dan melaksanakan penanggulangan wabah hama dan

penyakit tanaman;
t. melaksanakan keb{jaf<an p€nggunaan pestisida;

mengawasi pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida;
mengembangkan dan membina unit pelayanan pestisida;

w. melaksanakan bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan
pestisida;

r.

u.
v.

z.

x. melaksanakan peringatan dini dan
ketersedediaan pestisida;

y. melaksanakan bimbingan standar mutu pestisida;
bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang

terhadap

tanaman pangan danlahan dan

11
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aa. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepa.da Kepala
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang
lahan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;

bb. mengevaluasi dan tugas di bidang
pengembangan lahan dan perlindungan tanaman pangan dan

Bagian Kelima
Bidang Pangan

cc. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugas
jabatannya.

Pasal 21

(1) Bidang Pangan berkedudukan di bawah dan
kepada Kepala DINPPKP.

(2) Bidang Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Pangan tugas

bertanggungiawab

perumusErn kebiliakan
bidang pangan,teknis, membina, melaksanakan, dan

yang meliputi ketersediaan dan kerawanan pangan
keanekaragaman dan keamanan
pangan.

panganserta distribusi dan cadangan

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,
Bidang Pangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebiiakan teknis, pembinaan,

dan di bidang ketersediaan dan kerawanan panSan;
b. penyiapan perumusan kebiiakan teknis, pembinaan,

dan pengendalian di bidang konsumsi, keanekaragaman dan
keamanan pangan;

c. penyiapan perumusan kebijakan teloris,
dan di bidang distribusi dan cadangan palgan;dan

d. tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DINPPKP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal24

(1) Susunan Organisasi Bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 Ayat (1) huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta

kegiatan Bidang Pangan, melalui penetapan sebagai
Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan

jawab kepada Kepala Bidang Pangan.
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(3) Subkoordinator pada ayat (21 terdiri dari:
a. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
c. Subkoordinator Konsumsi, dan Keamanan

Pangan; dan
b. Subkoordinator Distribusi dan Cadangan Pangan

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1). diiabat oleh
seorang peiabat fungsional dengan ieniane sekurang-kurangnva
ahli muda atau pelaksana senior yans dituniuk denqan diberikan
tugas tambahan pelaksanaan tugas dan
pengeloliaan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 25

Subkoordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai
tugas bahan perumusan dan melaksanakan kebljakan
teknis serta melakukan pem

ketersediaan dan kerawanan pangan;
b. mencegah dan masalah pangan sebagai akibat

ketersediaan pangan;
c. kelompok rawan pangan;
d. menangani dan

pangan;
e. mencegah dan

pangan untuk kelompok rawan

menanggulangi masalah pangan sebagai akibat
mutu, gizi dan keamanan pangan;

f. menganalisis kebutuhan kapasitas sumber daya
manusia di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;

a, daya manusia di
bidang

daya di bidang
ketersediaan dan kerawanan pangan;

i. membina masyarakat di bidang ketersediaan dan kerawanan
pangan;

j. meLaksanakan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang

kerawanan pangan, meliputi:
a. menyusun dan

binaan bidang ketersediaan dan

rencana dan program kerja di bidang

pangan;
pelaksanaan koordinasi di bidang
pangan;
bahan pertimbangan kepada Kepala

Keamanan Pangan
dan melaksanakan

h.

m.

ketersediaan dan kerawanan
k. menyiapkan bahan dan

ketersediaan dan kerawanan
l. menyampaikan saran dan

Bidang Pangan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
dan melaporkan tugas di bidang

ketersediaan dan kerawanan pangan;dan
n. melaksanaLan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pangan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 26

Subkoordinator Konsumsi, Keanekaragaman dan
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebljakan teknis serta melakukan pembinaan bidang konsumsi,
keanekaragaman dan keamanan pangan, yang meliputi:
a. menJrusun dal melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan;
13

I

11

4 5 6
r

7 8,
(q t' 1 f^

l3
rl

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.56&t=9


b.
c.
d.

pangan pokok masyarakat;
mutu komsumsi mas5rarakat;

membina dan mengawasi mutu dan keamanan produk pangan

mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyaralet;
mutu dan gizi konsumsi masyarakat;

dan keamanan

e.

g. membina dan mengawasi produk pangan segar dan pabrikan skata
kecil/rumah tangga;

h. menerapkan standar laju metabotsme basal (basal metabolic ratel
wilayah kabupaten;

i. menganalisis kebutuhan pengembangan kapa.sitas sumber daya
manusia di bidang konsumsi,

f.

l.
m.

r.

s.

u.

pangan (inspekhrr, fasilitator dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) keamanan pangan);

j. melaksanakan kapasitas sumber daya manusia di
bidang dan keamanan pangan

fasilitator dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
kemanan pangan);

k. membina sistem manajemen
pangan kabupaten;

laboratorium uji mutu dan keamanan

sertifikasi dan pelabelan prima wilayah l(abupaten;
mengidentifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta

konsumsi pangan masyarakat;
n. mengidentifikasi, mengembangkan, menganekaragamankan produk

pangan pokok, dan keamanan g:zt guna dan
penurunan kualitas bahan pangan;

o. membina dan mengawasi mutu serta
analisis mutu gltzt, dan kemanan

p. membina
lokal;

q. membina

keamanan produk pangan,
pangan yang beredar di

dan

konsumsi,

peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku

penganekaragaman produk pangan;
evaluasi dan pelaporan di bidang

dan keamanan pangan;
koordinasi di bidangbahan dan

keanekaragaman dan keamanan pangan;
t. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala

Bidang Pangan di bidang konsumsi,
keamanan pangan;

konsumsi,
v. melaksanakan

dan pelaksanaan tugas di bidang
dan keamanan pangan;dan

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
sesuai dengan tugas jabatannya.Bidang Pangan

Pasal2T

Subkoordinator Distribusi dan Cadangan Pangan memptrnyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis
serta melakukan pembinaan bidang distribusi dan cadangan pangan,
yang meliputi:
a. men5rusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

distribusi dan cadangan pangan;
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b. mengidentifikasi dan mengembangkan infrastruktur distribusi dan
cadangan pangan;

c. mencegah dan mengendalikan masalah pangan sebagai akibat
penurunan akses pangan;

d. menyusun data informasi harga pangan di Daerah;
mengusulkan pembangunan pasar untuk produk pangan yang
dihasilkan masyarakat;

e.

m.

n.

f. mengumpulkan dan analisis informasi ketahanan pangan;
c. kebutuhan pengembangan kapasitas sumber daya

manusia di bidang distribusi pangan;
h. melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di

bidang distribusi pangan;
i. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber daya di bidang

distribusi pangan;
j. membina masyarakat di bidang distribusi pangan;
k. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan

distribusi pangan;
di

l. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi
dan cadangan pangan;

saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Bidang Pangan di bidang distribusi dan cadangan pangan;

dan tugas di bidang
distribusi dan cadangan pangan;dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pangan sesuai dengan tugas j

Bagran Keenam
Bidang Perkebunan

Pasal 28

(1) Bidang Perkebunan berkedudukan di bawah dan bertanggungiawab
kepada Kepala DINPPKP.

t2t Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina,

dan bidang perkebunan yang meliputi
pengembangan produksi perkebunan serta perlindungan tanaman dan
bina usaha perkebunan,

Pasal 3O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebljakan teknis, pembinaan,
dan pengendalian di bidang pengembangan produksi pekebunan;
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b. penyiapan Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan
dan pengendalian di bidang perlindungan tanaman dan bina usaha
perkebunan;dan

c. pelaksanaan tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh Kepala
DINPPKP sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 31

(1) Susunan Organisasi Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 Ayat (f) huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta
pengelolaan kegiatan Bidang Perkebunan, melalui penetapan
sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

(3) Subkoordinator pada ayat(2| terdiri dari:
a. Subkoordinator Pengembangan Produksi Perkebunan;dan
b. Subkoordinator Perlindungan Tanaman dan Bina Usaha

Perkebunan.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk, dengan diberikan tugas
tambal:an mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai tugas masing-masing.

Pasal 32

Subkoordinator Pengembangan Produksi Perkebunan mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebljakan
teknis serta melakukan pembinaan bidang pengembangan produksi
perkebunan, yang meliputi;
a. menJrusun rencana dan program kerja di bidang pengembangan

produksi perkebunan;
b. melaksanakan bimbingan, evaluasi dan sosialisasi penerapan

inovasi teknologi dan pengelolaan potensi tanaman perkebunan
sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan
konservasi ling[ungan;

c. melaksanakan bimbingan dan pembinaan terkait rehabilitasi,
peremajaan, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversilikasi usaha
perkebunan pada tanaman perkebunan;

d. melaksanakan bimbingan dan pembinaan dalam peningkatan
produktivitas dan kualitas produksi tanaman perkebunan;

e. melaksananakan pengkajian dan percontohan inovasi teknologi
yang sesuai dengan kearifan dan budaya lokal;

f. melaksananakan analisis teknis tanaman perkebunan;
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g. melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada
benih/bibit tanaman perkebunan;

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan ketersediaan
peredaran benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin di
perkebunan
mel,aksananakan bimbingan dan evaluasi teknis dan administrasi

petani;
bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang

Kepala
produksi perkebunan;

kepada
Bidang Perkebunan di bidang pengembangan produksi perkebunan;

l.

j.

l.

serta
bidang

bidang

Kepala

k. saran dan bahan

dan pelaksanaan tugas di
pengembangan produksi perkebunan;dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Bidang Perkebunan sesuai dengan tugas

Pasal 33

Subkoordinator Perlindungan Tanaman dan Bina Usaha Perkebunan,
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan meLaksanakan
kebiiakan teknis serta melakukan pembinaan bidang
tanaman dan bina usaha perkebunan, yang meliputi:
a. menJrusun rencana dan program kerja di bidang

tanaman dan bina usaha perkebunan;
b. melaksanakan bimbingan terhadap analisis usaha perkebunan
c. melaksanakan penyampaian informasi pasar;
d. melaksanakan kegiatan pembinaan petani dan kelembagaan petani

melalui kepemanduan dan
e. melaksanakan bimbingan dan pengawasan serta

pengendalian terhadap populasi Organisme Pengganggu'I\rmbuhan
(oPr);

f. membina dan melaksanakan pengamatan Organisme Pengganggu
Tanaman (OPI) tanaman perkebunan;

g. membina dan melaksanakan pengendalian Organisme Pengganggu
Tanaman (OPT) tanaman perkebunan;

h. membina dan melaksanakan pengembangan agensia hayati dan
pestisida botani;

i. mengawasi pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida;
j. mengolah, dan data

k. menyusun petunjuk teknis perlindungan tanaman perkebunan;
l. melaksanakan pengawasan, bimbingan, dan inventarisasi

kebutuhan alat olah produksi;
m. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap mutu

produksi perkebunan;
n. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan

hasil produksi perkebunan;
o. melaksanakan bimbingan dan pengembangan penerapan teknologi

panen dan pasca panen tanaman perkebunan;
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r.

c.

p. melaksanakan
tanaman perkebunan;

q. bahan dan
tanaman dan bina usaha

tugas

18

promosi hasil panen dan pasca panen

koordinasi di bidang

menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepa.da Kepala
Bidang Perkebunan di bidang perlindungan tanaman dan bina
usaha perkebunan;

s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang
perlindungan tanaman dan bina usaha perkebunan;dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Perkebunan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagan Keh4juh
Bidang Peternakan

Pasal 34

(1) Bidang Peternakan berkedudukan di bawah dan
kepada Kepala DINPPKP.

(2) Bidang Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

tugas perumusan
membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang

yang meliputi pengembangan produksi dan bina usaha
serta kesehatan hewan.

Pasal 36

Dalarn
Bidang Peternakan

dimaksud dalam Pasal 35,
fungsi:

a. perumusErn kebljakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
dan di bidang pengembangan produksi dan bina
usaha;

b. penyiapan perumusan kebljakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
dan pengendalian di bidang kesehatan hewan;dan

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DINPPKP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 37

(1) Susunan Organisasi Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf f, terdiri atas Kelompok Jabatan

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta

kegiatan Bidang Peternakan, melalui penetapan
sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.
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(3) Subkoordinator pada ayat (21 terdiri dari:
Pengembangan Produksi dan Bina Usaha;dan
Kesehatan Hewan.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diiabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 38

Subkoordinator Pengembangan Produksi dan Bina Usaha mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan
teknis serta melakukan pembinaan bidang pengembangan produksi
dan bina usaha, yang meliputi:
a. menJrusun rencana dan program kerja di bidang pengembangan

produksi dan bina usaha;
mutu dan populasi ternak;

mengembangkan teknologi peternakan;
menyebarkan dan pengembangan kawasan
mengembangkan pakan ternak;
meningkatkan dan mengembangkan usaha peternakan;
meningkatkan mutu hasil peternakan;

redistribusi ternak bantuan;
mengawasi dan memantau pemasaran ternak, pangan asal hewan
dan alat mesin
menetapkan dan mengawasi kawasan peternakan;
menetapkan peta potensi peternakan;
melaksanakan bimbingan penetapan kawasan industri peternakan
rakyat;

lahan hiiau dan pakan;
melaksanakan pemeriksaan penanggung jawab;

a.
b.

Su
Su

b.
c,
d.
e.
f.
c.
h.
i.

j.
k.
l.

m.
n.
o.

p.
q.

r.

melaksanakan
hewan;
melaksanakan
melaksanakan
bentuk obat hewan;
melaksanakan bimbingan

bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat

perizinan bidang obat hewan;
penyimpanan mutu dan perubahan

produk asal hewan dari residu obat hewan (dagrng, telur dan
susu);

bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan
sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan;
melaksanakan bimbingan pelaksanaan
premik;
melaksanakan bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan
tradisional / pabrikan;
melaksanakan bimbingan kelembagaan/Asosiasi Bidang Obat
Hewan (ASOHI);

pemberian izin usaha alat angkut/ transportasi
produk peternakan;

19
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x. melaksanakan teknis sarana fisik
dan pemasaran sarana

produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten;
y. melaksanakan penerapan standar unit pengolahan,

alat dan unit penyimpanan dan kemasal hasil
peternakan wilayah kabupa.ten;

z. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca
panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;

aa-.
bb.

kebiiakan dan pengawasan pakan ternak;
melaksanakan bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan
ternak;

cc. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi dan standar mutu
pakan ternak;

dd.
ee.

, membanyak dan menyalurkan benih hijauan pakan;
kebun benih hiiauan pakan;

ff. melaksanakan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran
pakan jadi dan konsentrat serta pakan tambahan dan pelengkap
pengganti (additiue an d. supplementl;

gg. mela-ksanakan bimbingan bidang petemakan
hh. menetapkan dan pengawasan kawasan peternakan dan peta

potensi peternakan;
ii. mengembangkan lahan hliau dan pakan;
ij. mengawasi peredaran bibit/benih ternak;
kk. melaksanakan penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak;
ll. melaksanakan penetapan penggunaan bibit unggul;
mm. melaksanakan bimbingan pelestarian plasma nudah petemakan;
nn.
oo.

dan pengawasan semen beku;
inseminasi buatan dan registrasi hasil inseminasi

buatan;
pp. menerapkan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga

keuangan perbankan dan non perbankan;
bahan dan koordinasi di bidangnn.

oo.
produksi dan bina usaha;
saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala

Bidang Peternakan di bidang pengembangan produksi dan bina
usaha;

pp. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang
pengembangan produksi dan bina usaha;dan

qq. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Peternakan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 39

Subkoordinator Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan kebljakan teknis serta
melakukan pembinaan bidang kesehatan hewan, yang meliputi:
a. men5rusun rencana dan program ke{a di bidang kesehatan hewan;
b. melaksanakan dan penyakit hewan

(pengawasan dan pemantauan alat mesin peternakan
kebljakan alat dan mesin dan kesehatan

hewan dan kesehatan masyaxakat veteriner;
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d identifrkasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan
mesln dan kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner;
mengawasi penerapan standar mutu alat dan mesin
dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
mengawasi produksi, penggunaan dan pengujian alat
dan mesin dan kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner;
membina dan pelayanan jasa alat dan mesin
peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat
veteriner;
melaksanakan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan
mesln dan kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner;
melaksanakan kajian,
tepat guna bidang

pengenalan dan pengembangan teknologi

kesehatan mas5/arakat veteriner;
melaksanakan pengamatan dan
(n$;

penyakit hewan

penolakan, pemberantasan penyakit
hewan (P4H);
menerapkan kebijakan dan pedoman kesehatan hewan, kesehatan
masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
membina dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi pada
produsen dan tempat penjajaan pangan asal hewan (PAH);
melaksanakan monitoring penerapan persyaratan
pada unit usaha pangan asal hewan (PAH) yang mendapat nomor
kontrol veteriner (NKV);
menerapkan kebljakan obat hewan;
melaksanakan identifrkasi dan inventarisasi kebutuhan obat
hewan;
menerapkan standar mutu obat hewan;
mengawasi peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo,
toko, kios dan pengecer obat hewan;

bimbingan pemakaian dan peredaran obat hewan;
memeriksa pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran
obat hewan;
melaksanakan bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar
hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan;

v. melaksanakan pemantauan dan pengawasan
pembangunan dan pasar hewan dan unit-unit
pelayanan kesehatan hewan;

dan pemetaan penyakit hewan;

e.

f.

c.

h.

i.
dan kesehatan hewan dan

J

k.

l.

m

n.

o.
p.

q.
r.

s.
t.

u.

w
x.
v.

z.

mengawasi kesehatan masyarakat veteriner;
dan pengawasan norrna, standar teknis pelayanan

kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta
hewan;

melaksanalsn bimbingan
keswan dan laboratorium kesehatan masyaral€t

2t

dan

veteriner;
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aa. melaksanakan penanggulangan wabah dan penyakit hewan
menular;

bb. memantau dan menga.wasi pelaksanaan penanggulangan dan
pencegahan wabah dan penyakit hewan menular;

cc. melaksanakan penutupan dan pembukaan kembali status daerah
wabah;

dd. melaksanakan pengaturan dan pengawasan
pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke / dari wilayah
Indonesia antar provinsi;

bimbingan penerapan dan standar teknis minimalee.
rumah pemotongan hewan (RPH)/ rumah unggas
(RPU), keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium
kesmavet, satuan pelayanan petemakan terpadu, rumah sakit
hewan dan pelayanan keswan;

ff. mengawasi Lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan
dari/ke wilayah;

.E .A
ttb. bimbingan unit C pelayanan

kesehatan hewan (pusat kesehatan hewan, praktek dokter hewan
mandiri, klinik hewan);

hh. melaksanakan bimbingan dan pengamatan,
pemetaan,
hewan;

pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit

ii. melaksanakan bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi
penyakit hewan;

i,. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan pada
lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat iztrr
konservasi satwa liar;
melaksanakan bimbingan dan pengawasan pelayanan kesehatan
hewan, kesehatan mas5rarakat veteriner di rumah
hewan (RPH), tempat hewan sementara, tempat

hewan darurat dan usaha susu;
bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan

pa.da lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil);
mm. melaksanakan bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan Analisis

Bahaya Dan Pengendalian Titik Iftitis lsunnilane Haz.ard Analgsis
Criti@l Contrcl

kk

ll.

nn.

IT.

oo. melaksanakan bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan
penyakit individual/menular yang mewabah;

Point -HACCfl;
bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan;

ternak betina produktif;
bimbingan pelaksanaan peman

pp. melaksanakan penutupan wilayah pada
penyakit hewan yang menular yang mewabah;

qq. melaksanakan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan
produk pangan asal hewan dan
hewan;

pengolahan produk pangan asal

dan pengawasan larangan

ss.

tt.
zd)nosls;
melaksanakan bimbingan pelaksaaan peredaran
asal hewan dan produk hewani non pangan;

22

tauan penyakit

produk pangan

I
q' 4 6

J
5 7

fr D
It

l3

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.56&t=9


uu. bimbingan pengamatan dan
epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit
hewan lainnya;
melaksanakan penutupan dan pembukaan kembali wilayah
penyakit hewan menular skala kabupaten;
melaksanakan bimbingan penerapan norrna, standar teknis
pelayanan keswan, kesehatan masyarakat veteriner serta
kesej ahteraan hewan;
melaksanakan bimbingan dan pengawasan urus.rn kesejahteraan
hewan;
melaksanakan sertilikasi kesehatan hewan yang keluar/ masuk
wilayah kabupaten;
melaksanakan sertifrkasi kesehatan bahan asal hewan yang
keluar/ masuk wilayah kabupaten;
mel,aksanakan pelayanan medik/paramedik veteriner di Daerah;

bbb. melaksanakan pelaporan pelayanan medik/ veteriner
dalam dan penyakit hewan
menular/ non menular, penyakit individual, penyakit parasiter,
virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;

ccc. melaksanakan bimbingan pengamatan dan penyidikan
epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit
hewan lainnya;

ddd. melaksanakan bimbingan penerapan norrna, standar teknis
pelayanan kesehatan hewan;

eee.
fff.

perizinan praktek dokter hewan;
perizinan laboratorium kesehatan hewan dan

kesehatan masyarakat veteriner;
ggg. menyelenggarakan perizinan pengadaan dan peredaran alat dan

mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten;
perizinan usaha obat hewan di tingkat depo,

toko kios dan pengecer obat hewan, toko pakan/peralatan hewan

w.

,o(.

w.

.

aaa.

hhh.

ternak (pouhry shop) dan toko penjualan hewan piaraan Qrctslap)
wilayah kabupaten;

lll. dan pemantauan ternak bibit asat impor
wilayah kabupaten;

iij. melaksanakan pemberian surat keterangan asal hewan dan
produk hewan;

kkk. melaksanakan pemberian surat
bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak;

lll. melaksanakan rekomendasi instalasi
wilayah kabupaten;

mmm. melaksanakan
pangan asal hewan

bimbingan standar teknis unit usaha produk
wilayah kabupaten;

nnn. melaksanakan bimbingan penerapan nomor kontrol
veteriner (NI{V) wilayah kabupaten

asal/ kesehatan

karantina hewan

ooo. melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman
kerjasama/ kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten;

ppp. melaksanakan bimbingan penerapan teknis
pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah
kabupaten;
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qqq. melaksanakan bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga
sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayrih
kabupaten;

rrr. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan
hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten;

sss. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang
kesehatan hewan;

ttt. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Bidang Peternakan di bidang kesehatan hewan;

uuu.mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang
kesehatan hewan;dan

vw. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Peternakan sesuai dengan tugas jabatannya.

",0",*?P,#1,x"$?lloffi 
*"""

Pasal 4O

(1) Bidang Kelautan dan Perikanan berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala DINPPKP.

(2) Bidang Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 41

Bidang Kelau-tan dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan
perumusan kebljakan teknis, membina, melaksanakan, - dan
mengendalikan bidang kelautan dan perikanan, yang meliputi
perikanan tangkap, perikanan budidaya serta usaha dan daya saing.

Pasai42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,
Bidang Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi:
a. qenyiapan perymugan kebiiakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
, dan pengendalian di bidang perikanan tangkap;
b. penyiapan pglumuqqn kebljakan teknis, pemUinaan, pelaksanaan,

dan pengendalian di bidang perikanan budidaya;c. penyiapan pglumulq! kebljakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
- dap-pengendalian di bidang usaha dan daya saing;dana. pq!+I:q"un tugas kedinasan lain yang dibefrkan oleh Kepala

DINPPKP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 43

(1) S-usunan -Organisasi Bidang Kelautan dan perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf g, terdiri atas KElompok
Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam melaksanakan tugas ilan fungsi koordinasi se-rta
pengelolaan kegiatan Bidang Kelautan dan- perikanan, melalui
penetapan 

- sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup
SSagny.q dan bertanggung jawab kepada Kepala BidantKehirta;
dan Perikanan.
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(3 bkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
Perikanan Tangkap;
Perikanan Budidaya; dan
Usaha dan Daya Saing.

(2) Subkoordinator sebaseimana dimaksud pada ayat (g), diiabat oleh
peiabat fungsional dengan ieniang sekurang-kuranmya ahli muda
atau pelaksana senior yans dituniuk, dengan diberikan tueas
tambahan
kegiatan sesuai dengan tugas

pelaksanaan tugas dan pengelolaan
masing-masing.

Pasal 44

Perikanan Tangkap mempunyai tuga.s melakukan
penJnapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebljakan teknis, serta
pembinaan di bidang perikanan tangkap yang meliputi:

rencana dan program kerja di bidang perikanan
tangkap;

bahan dan di bidang
perikanan tangkap;
menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelaporan di bidang perikanan
tangkap;
melaksanakan kebliakan usaha penangkapan ikan di laut dan
perairan umum;
melaksanakan pengelolaan sarana prasarana penangkapan ikan;

f. melaksanakan sistim informasi wilayah penangkapan ikan;
kebiiakan identifikasi potensi dan

sumberdaya perairan;
h. melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan

laut kewenangan kabupa.ten;
perikanan di wilayah

i. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di
wilayah perairan kewenangan kabupa.ten;

dan penyebarluasan peta
dan penye ikan di perairan wilayah kewenangan

perizinan penangkapan dan atau pengangkutan
ikan yang kapal perikanan dengan berat kotor
sampai 1O GT serta tidak menggunakan tenega kerja asing;

bahan penetapan kebiiakan dan
perikanan kewenangan kabupaten;

kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah
kabupaten;

melaksanalen kebljakan pemberdayaan nelayan kecil;
kebijakan dan

ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten;
p. melaksanalan penguatan kelompok usaha bersama

(KUB) dan Kelompok Masyarakat Pengawas

) Su
a.
b.
c.

a.

b.

c.

d.

e.

I,

J

k.

l.

m

n.
o.

q. melaksanalan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di
tempat pelelangan ikan (TPI);

r. melaksanakan kebljakan pembangunan kapal perikanan;
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s. melaksanakan pendaftaran kapal perikanan yang mempunyai berat
kotor sampai dengan 1O GT;

t. melaksanakan kebijakan pembuatan alat penangftap ikan;
u. melaksanakan dalam penetapan kebiiakan produktifitas

kapal penangkap ikan;
v. melaksanakan kebljakan pemeriksaan fisik kapal perikanan dengan

berat kotor sampai 1O GT;
w. melaksanakan keb[iakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan

dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan
kabupaten;
melaksanakan kebliakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di
perairan laut kewenangan kabupaten;

bahan dan koordinasi di bidang
perikanan tangkap;
menyampaikan saran dan bahan
Bidang Kelautan dan Perikanan di bidang perikanan

aa. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

x.

v.

z. kepada Kepda
tangkap;
tugas di bidang

bb. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 45

Subkoordinator Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebljakan teknis, serta
pembinaan di bidang perikanan budidaya,yang meliputi:
a. men5rusun rlencana dan program kerja di bidang

budidaya;
b. menyiapkan bahan dan di bidang

c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelaporan di bidang perikanan
budidaya;

d. melaksanakan kebiiakan pembudidayaan ikan;
e. melaksanakan keb[iakan produk pembenihan perikanan di air

tawar, air payau dan laut;
f. melaksanakan kebijakan mutu benih/induk ikan;
g. melaksanakan kebliakan, pembangunan dan pengelolaan balai

benih ikan air tawar, air payau dan lau$
h. melaksanakan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran

serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan
pakan ikan;
melaksanakan kebiiakal akreditasi lembaga sertifrkasi perbenihan
ikan;

j. melaksanakan kebljakan pengelolaan penggunaan sarana dan
prasarana pembudidayaan

Izin Usaha
Perikanan Budidaya;

l. melaksanalran kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata
lahan pembudidayaan ikan;

m. melaksanakan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan
prasarana pembudidayaan ikan;

26

1.

k.
ikan;
, perijinan dan

I

t(
4

I
5 6t 7

fr( 4 $ ri r"
JI

il

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.56&t=9


p.

n. melaksanakan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
o. melaksanakan .teknis pelepasan dan penarikan varietas

induk/benih ikan;
teknis dan induk

penjenis, induk dasar dan benih alam;
q. melaksanakan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan,

pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
r. melaksanakan kebiiakan pem

perlindungannya;
s. keb[iakan pengawasan alat pengangkut, unit

penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelol,aan
kesehatan ikan dan
kesehatan ikan dan

t. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan
wilayah wabah penyakit ikan;

u. melaksanakan sistem informasi benih ikan di wilayah
kabupaten/kota;

v. melaksanakan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;
w. melaksanakan kebiiakan keramba jaring apung di perairan umum

kewenangan kabupaten;
x. mengawasi

perikanan;
y. mengawasi

dan perlindungan plasma nutfah

pengendalian hama dan penyakit ikan;
z. mengawasi mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan

bahan bakunya;
aa. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi di

bb. menyampaikan
budidaya;
saran dan bahan kepada Kepala

Bidang Kelautan dan Perikanan di bidang perikanan budidaya;
cc. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang

perikanan budidaya;dan
dd. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepata

Bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan jabatannya.

Pasal 46

Subkoordinator Usaha dan Daya Saing mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebiiakan teknis, serta
pembinaan di bidang usaha dan daya saing, yang meliputi:
a. menJrusun rencana dan program kerja di bidang usaha dan daya

sarng;
bahan dan pelaksanaan pembinaan di bidang usaha

dan daya saing;
bahan dan pelaksanaan pelaporan di bidang usaha

ikan dan

lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan

pem ikan dan sistem

b.

c.
dan daya saing;
melaksanakan kebiiakan pendataan dan sertifikat
kesehatan dan/atau sertifikat mutu (terhadap produk perikanan
dalam rangfu jaminan mutu dan jaminan pangan);
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e. melaksanakan kebiiakan pengujian mutu secara organoleptik dan
laboratoris terhadap produk hasil perikanan;

f. melaksanakan kebijakan bimbingan dan pengendalian mutu di unit
pengolah ikan (UPI) dan Kelompok Pengotrah Pemasar (Poklahsar);

g. melaksanakan kebijakan peningkatan kelembagaan pengolahan
dan pemasaran ikan;

h. melaksanakan kebiiakan dan bimbingan sistem permodalan
pengembangal usalra, promosi dan peningkatan usaha hasil
perikanan;

i. melaksanakan pemberian bimbingan mutu, daya saing dan
diversffikasi produk;

j. melaksanakan keb[jakan investasi dan pengembangan usaha hasil
perikanan;

k. melaksanakan kebljakan pengolahan hasil perikanan dan
pemasarannya;

l. melaksanakan keb{jakan peningkatan komsumsi makan ikan;
m. melaksanakan kebljakan bimbingan informasi dan alih teknologi

hasil perikanan;
n. melaksanakan kebijakan pengawasan usaha dan mutu produk

perikanan;
o. melaksanakan kebijakan pengawasan penggunaan bahan terlarang

dalam produk perikanan;
p. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kerja sama

kemitraan usaha pengolahan dan penrasaran produk perikanan;
q. melaksanakan pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar

ikan;
r. melaksanakan keb[iakan penga.daan sarana dan prasarana

pengolahan dan pemasaran ikan;
s. melaksanakan kebiiakan bimbingan daya saing bagi pelaku usaha

ikan non konsumsi;
t. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi di

bidang usaha dan daya saing;
u. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala

Bidang Kelautan dan Perikanan di bidang usaha dan daya saing;
v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang

usaha dan daya saing;dan
w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagan Kesembilan
Bidang Prasarana Dan Sarana

Pasal 47

(1) Bidang Prasarana dan Sarana berkedudukan di bawah dan
bertanggungiawab kepada Kepala DINPPKP.

(2) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang.
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Pasal 48

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai hrgas menyiapkan
perumusan kebljakan teknis, membina, melaksanakan, dan
mengendalikan bidang prasarana dan sarana, yang meliputi prasarana
dan sarana tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan pangan
serta prasarana dan sarana peternakan, kelautan dan perikanan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal,am Pasal 48,
Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebljakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,

dan pengendalian di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan
hortikultura, perkebunan dan pangan;

b. penyiapan perumusan kebiiakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
dan pengendalian di bidang prasarana dan sarana peternakan,
kelautan dan perikanan;dan

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DINPPKP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 5O

(1) Susunan Organisasi Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf h, terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsiond sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam melaksanalran tugas dan fungsi koordinasi serta
pengelolaan kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana, melalui
penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup
tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana
dan Sarana.

(3) Subkoordinator pada ayat (21 terdiri dari:
a. Subkoordinator Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan

Hortikultura, Perkebunan dan Pangan; dan
b, Subkoordinator Prasarana dan Sarana Petemakan, Kelautan

dan Perikanan.

(2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3)' diiabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
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Pasal 5l

Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan Hortikultura,
Perkebunan dan Pangan mempunyai tugas bahan
perumusan dan melaksanakan kebiiakan teknis, serta melaksanakan
pembinaan di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan
hortikultura, perkebunan dan pangan, yang meliputi:
a. menyusun rencana dan program kerja di bidang prasarana dan

sar€rna tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan pangan;
b, melaksanakan pengadaan, pengedaran dan penggunaan pupuk;
c. melaksanakan inventarisasi percobaan dan pengkajian

serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian;
d. melaksanal<an prakiraan dan pengkajian iklim dan tata guna air,

serta jaringan irigasi tersier;
e. melaksanakan dan rehabilitasi

jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa;
f. melaksanakan pembimbingan dan pengawasan

pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
g. melaksanakan pembimbingan dan pengawasan

terhadap

terhadap
F{!EiI air dan air irigasi;

h. melaksanakan pembimbingan pengembangan dan pemberdayaan
Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani

Pemakai Air Tanah (P3AT);
i. melaksanakan pembimbingan dan

irigasi;
pelaksanaan konservasi air

j. melaksanakan pem penerapan teknologi optimalisasi
pengelolaan air untuk usaha tani;

k. melaksanakan kebljakan alat dan mesin pertanian;
l. melaksanal<an identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan

mesin pertanian;
m.
n.

alat dan mesin pertanian sesuai standar;
standar mutu dat dan mesin pertanian;

o. mengawasi standar mutu dan alat mesin pertanian;
p. membina dan mengembangkan jasa alat dan mesin pertanian;
q. perizinan pengadaan dan peredaran alat dan

mesin pertanian;
r. melaksanakan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan

mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita;
s. melaksanakan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan

memsin pertanian;
t. membina dan mengembangkan bengkel/ pengrajin alat dan mesin

pertanian;
u. peizinan usaha tanaman pangan dan

v. memantau dan mengawasi izin usaha tanaman pangan dan
hortikultura;

w. melaksanakan pengembangan sarana usaha;
teknis pembangunan dan sarana fisikx.

serta pemasaran hasil tanaman
y. menJrusun statistik tanaman pangan
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z. meLaksanakan bimbingan penerapan sistem informasi tanaman
pangan dan hortikultura;

bahan dana.
prasarana dan sarana tanaman pangan
dan pangan;

bb. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Prasarana dan Sarana di bidang prasarana dan sarana

tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan pangan;
cc. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang

prasarana dan sarana tanaman pangan hortikultura, perkebunan
dan

dd. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan tugas

Pasal 52

Prasarana dan Sarana Peternakan, Kelautan dan
Perikanan mempunyai tugas bahan perumusan dan
melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan di

koordinasi di bidang
hortikultura, perkebunan

bidang prasarana dan sarana peternakan, kelautan dan perikanan,
meliputi:
a. menJrusun rencana dan program kerja di bidang sarana dan

prasarana kelautan dan perikanan;
b. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan analisis kebutuhan

alat mesin dan kesehatan hewan serta pengembangan
sarana prasErrana bidang peternakan, kelautan dan

c. melaksanakan dan pengawasan standar mutu serta
standar teknis alat mesin peternakan, kelautan dan perikanan;

d. melaksanakan penerapan pedoman pengawasan produksi,
penggunaan dan pengujian alat dan mesin petemakan,

kelautan dan perikanan;
e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi

optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan;
f. melaksanakan bimbingan teknis

dan pengawasan pengembangan sarana prasarana
peternakan, kelautan dan perikanan;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi sarana
prasarana peternakan, kelautan dan perikanan;

h. bahan dan koordinasi di bidang
mprasarana dan sarana peternakan, kelautan dan perikanan;

i. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Bidang Prasarana dan Sarana di bidang prasarana dan sarana
peternakan, kelautan dan perikanan;

j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang
prasarana dan sarana peternakan, kelautan dan perikanan;dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan tugas jabatannya.
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Bagian Kesepuluh
UPT

Pasal 53

(1) UPT Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala DINPPKP.

(2) UPT Dinas sebegaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala UPT.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pem
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPT diahrr
dengan Peraturan Bupati.

BaFlan Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Pejabat

Pasal 54

berkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional pada DINPPKP .

(2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
di bawah dan jawab secara langsung

kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Jabatan fungsional.

(3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebqgaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan
fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

(4) Jenis dan jenjang Jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan

Pasal 55

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi ffiFJlfiBKelompok
dengan J
peraturan

abatan masing-masing berdasarkan ketentuan
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BAB IV

TATA KER.JA

Pasal 56

Kepala DINPPKP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Kepala UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional daLam

melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan
dan kebljakan yang ditet"pkan oleh Bupati.

Pasal 57

Kepala DINPPKP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepala UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam
melaksanakan tugasnya prinsip-prinsip
yang meliputi perencanaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas
masing-masing.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas, Keoala DINPPKP, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT, dan Kelompok
Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi secara vertilral maupun horizontal baik ke dalam
maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah
serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasd 59

(1) Keoala DINPPKP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepa1a Subbagian,
Subkoordinator, Kepala UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional

jawab dalam dan
memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahan masing-masing.

(2) Kenala DINPPKP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepala UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung
jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan
tepat waktu.

(3) Dafam laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan dapat kepada unit kerja/satuan
organisasi lain yang secara mempunyai hubungal kerja.

(4) Setiap Laporan yang diterima oleh Kepala DINPPKP, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator dan Kepala UPT,

sebagai bahandari bawahan, dapat diolah dan
pen5rusunan laporan lebih lanjut dan d[iadikan bahan untuk

petunjuk kepada bawahan.
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BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 6O

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Kepala DINPPKP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepala UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional
diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

(1) DINPPKP wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis
beban kerja.

(2) Menyusun kebutuhan junlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di
lingkup DINPPKP berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kel,autan dan
Perikanan Kabupaten Purworejo, tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan
Peraturan Bupati ini.
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

(1) Pada saat Perattrran ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pangan,

DaerahKelautan dan Perikanan l(abupaten Purworejo (Berita
Tahun 2016 Nomor 72 Seri D Nomor 9)

dicabut dan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja DINPPKP wajib
mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mul,ai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupa.ti ini dengan penempatannya dalam
Kabupaten Purworejo.

Daerah

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 2J S6pteober 2C21

BUPATI PURWORF^IO,

{ecus BASTT.AN

(

t

di: Purworcjo
pada tanggal : 23 Se?t en'cer 2021

SEKRETARIS DAERAH PURWORE.'O,

{srup RoMADHoN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO
TAHUN zC2NOMOR 62 SERI D NOMOR 9
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